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BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 8'/ TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA KEARSIPAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka dipandang perlu 
untuk membuat peraturan penataan sistem kearsipan 
di Kabupaten Kaur sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan teknologi saat ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalain huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati teiitahg Tata Kearsipan Pemer1ntahan 
Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembai·an Negara Republik Indonesi a Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengku lu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuai1gan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomot 507 1); 
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MENETAPKAN 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 
tent.ang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 noinor 114, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 
Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip s tatis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 143); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian 
dalam Negeri dan pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum baerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlk indonesia 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2016 Nomor 237); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEARSIPAN 
PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR 



\J 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2 . 

3 . 
4. 

5 . 

6. 

7 . 
8 . 

Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan baerah . 
Bupati adalah Bupati Kaur 
Dewan Perwakilan Rakyat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kaur . 
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. 
Organisasi Perangkat Daerah ata u OPD yang membidangi kearsipan adalah 

Dinas Perpusta.Raan KabUpaten Kaur. 
Kears ipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
Arsip adalah Rekaman kegiatan dan peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang 
dibuat da.n d iterima oleh lemba.ga Negara, pemerintahan da.erah, lemba.ga. 
penclidikan, perusahaan, orga.nisasi politik , orga.nisaasi kemasyarakatan dan 
perorangan da lam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 

pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 
10 . Arsip Viral adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaralan dasar 

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip t idak dapat d iperbaha.rui dan 

tidak tergantikan apabila rusak dru1 hilang, 
11. Arsip Aktif adalah a rsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus 

12. 

13. 

14 . 

15. 

16. 

menerus. 
Arsip In Aktif adalah Arsip Dinamis yang frekuen si penggunaannya untuk 
penyelenggaraan administrasi sudah menuru n. 
Arsip statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 
guna kesejahteraan, telah diverifikasi baik secara langsu ng maupun tidak 
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia at.au lembaga Kearsipan. 
Arsiparis adaiah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang 
d iperoleh melalui pend id ikan formal a.tau pendidikan dan pelatihan kearsipan 
serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegia.tan 
kearsipan. 
Unit kerja adalah Sekretariat, Sadan, dan Kantor d i Lingkunga n dan 
Kabupaten Kaur. 
Unit Kearsipan a.dalah satuan kei:ja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggungjawab dalrun penyelenggraan kearsipru1 . 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang _lingkup Penyelenggaraan Kearsipa.n meliputi segala bentuk kegia tan dari 
mstans1 dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan kearsipa.n. 



Pasal 3 

Penyelenggaraan Kearsipan yang dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kebijakan; 
kelembagaan s istem, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta 

pembiayaan. 

( 1 l 

(2) 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Maksud penyelenggaraan Kearsipan 
penyelenggaraan kearsipan di Lingk\.1ngan 

Kabupaten Kaur. 

adalah menjamin 
Organisasi Perangkat 

tertibnya 
Daerali di 

Tujuan Penyelenggaraan Kearsipan ini adalah : 
a. menciptakan sistem Kearsipan Daerah sebagai bagian dari sistem 

administrasi ser,ara nasional; 
b. menjadikan arsip seot-i.gai sumber informasi dan tiilang pu.nggung dalam 

manajemen pemerintahan; 
c. menjamin keselrunatan dan pemeliharaan bukti pertanggungjawaban dan 

pewarisan nilai budaya daerah sebagai bagian bahan pertanggungjawab 

Nasional; 
d . menjadikan arsip sebagai memori dan jati diri Daerah; 
e. mewujudkan Penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber informasi yang 

mampu meningkatkan etisiensi dan efektifitas dalam pe!aksanaan 

adminis trasi pemerintah; 
r. menyelenggarakan kearsipan pada instansi dengan memanfaatkan Tenaga 

fungsiona\ arsiparis sebagai pengelola arsip; dan 
g. memberikan pelayanan kepada pengguna arsip, sesuai dengan ketentuan 

berlaku. 
BAB IV 

KEBIJAKAN KEARSIPAN 
Bagian Pertama 

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kaur 

Pasal 5 

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Kaur berkewajiban : 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

menyelenggarakan pendidikan kearsipan; 
menetapkan dan melaksanakan sistem kearsipan yang serasi dan terpadu 
dengan sistem kearsipan nasional; 
melakukan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan budaya tertib arsip di 
Pemerintah Kabupaten Kaur; 
membina dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan 
mewujudkan dan menyelenggarakan kears ipan 

dalam 
yang 

mcnghimpun,memelihara,menyelamatkan dan mengamankru1 
pertanggungjawaban Daerah; 

rangka 
mampu 

bahan 

melak_u kan tindakan hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan ars i , 
sesua1 dengan ketentuan berlaku· p 

' 
membe~kan . penghargaan terhadap instansi atau lembaga lainnya serta 
ars1pans d1 hngkungan Pemerintah Kabupaten Kaur yang menyelenggarakan 
pengelolaan kears1pan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 



g. setiap Organisasi Perangkat Oaerah haru s memberikan kesempatan kepada 

arsipa.ris dan pengelola arsip u nt.uk pengembangan kearsipan. 

Bagian Kedua 

Kewajiban Jnstansi dan Lembaga Lainnya 

Pasa16 

(1) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pcmerintah Kabupatcn Kaur 

berkewajiban menyelenggarakan arsip dinamis aktif dan memindahkan arsip 

dinamis in aktif ke lembaga kearsipan scsuai dcngan ketcntuan yang berlaku; 

(2) Organisasi Perangkat Daerah lainnya berkewajiban menyelenggarakan arsip 

dinamis di lingkungannya dan menyerahkan arsip statisnya ke lembaga 

kearsipan sesuai dcngan ketentuan yang berlaku; 

(3) Dinas Perpustakaan berkewajiban mcnerima, menyimpan, memelihara dan 

menyelematkan serta memanfaatkan arsip yang berasal dari instansi 

pemerintah dan lembaga lainnya; dan 

(4) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban 

'--' membentuk unit kearsipan di lingkungan masing-masing. 

Pasal 7 

Untuk menyelamatkan ars ip, Dinas Perpustakaan dapat bcrkerja sama dengan 

lembaga lainnya. 
Pasal 8 

(1) Pemindahan arsip in -aktif dari instansi ke lembaga kearsipan clilakukan sesuai 

dengan jadwal retensi arsip; 

(2) Pe~yerahan Arsip Statis dan Lembaga lainnya dilaksanakan minimal l[sa tu) 

kali dalam 10 (sepuluh) Tahun; dan 

(3) Dinas Perpus~akaan dapat _m~laksan~an penyelamatan arsip secara langsung 

terhadap ars1p yang bemilai guna tmggi bagi pertanggungjawaban Daerah 

(Akuisisi Strategis). 

BABV 

SISTEM KEARSIPAN 

Pasal 9 

(1) Pengelohan arsip meliputi dua sistem: 

(2) 

a. pengolahan arsip Dinamis; dan 

b. pcngolahan Arsip Statis . 

Setiap Organisasi Perangkat Daerah lainnya berk .. b 

menyimpan memilihara d ewaJ1 an mengatur, 

Dinamis s ' . d an menyelama tkan serta menjaga kerahasiaan Arsip 

esuru engan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 10 

P~ngolahan Arsip Dinamis meliputi Tata Naskah 

Dmas, penataan berkas dan penyusutan Arsip. Dinas, pengendalian Naskah 



(1) 

(2) 

( 1) 
(2) 

Pasal 11 

Kegiatan Pengelohan atsip Dinamls seba~aimana dirnaksud o_alam Pasal 9 
huruf a selanjutnya tercantum pada Lampiran Peraturan Bupat1, dan . 
Kegiat~ Arsip Dinamis untuk Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 diatur tersendiri oleh Kepala Orgarnsas1 Perangkat 
Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 12 

Pengelolaan Arsip statis meliputi prose penambahan khasanah ~rsip Statis . , 
Pengelolaan Arsip Statis merupakan Wewenang dan tanggu ngiawab lembaga 
Kearsipan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Pasal 13 

Penyelenggaraan Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum 
pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 14 

(1) Su mber Daya Manusia Pengelolaan Arsip merupakan Pegawai yang menangani 
Kearsipan yang terdiri dari Pejabat Fungsional Arsiparis dan pegawai pengelola 
Kearsipan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur; 

(2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyediakan tenaga arsiparis dan 
di tempatkan pada unit Kearsipan; dan 

(3) Pemerintah Kabupaten Kaur Mengusulkan Tugas A.rsipa.ris te.rmasuk 
didalamnya pengaturan tentang pemberian Tunjangan, biaya Operasional dan 
Pembinaan Karir Arsiparis. 

BAB VIII 
PENYUSUTAN ARSIP 

Pasal 17 

Penyusutan Arsip dilaksanakan berdasarkan ketentuan pcraturan perundang
undangan yang berlal{U, Nilai Guna Arsip dan J adwal Retensi Arsip. 

Pasal 18 

(1) Unit-Unit pengolah wajib melaksanakan pemindahan Arsip Dinamis In Aktif 
kepada Unit Kearsipan pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan 
Jadwal Retensi Arsip secara teratur dan tetap; 

(2) Arsip-arsip Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Daerah yang tidak 
diperlukan untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari, dan telah habis 
jangka simpannya w~jib diserahkan dah disimpaI1 oleh Lembaga Kearsipan 
Daerah. 



Pasal 19 

Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17_ ayat_ (2} dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun atau apa bila terJad1_ perubahan 
dalam s truktur Organisasi Perangkat Daerah segera diserahkan dan d1laksanak~ 
dengan membuat berita acara penyerahan arsip yang disertai daftar pertelaan Ars1p 

atas arsip-arsip yang diserahkan. 

BAB IX 
PENYELAMATANDANPEMANFAATAN 

Pasal 20 

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah Melaksanakan penyelamatan dan 
pemanfaatan serta memperdayakan arsip bagi kinerja Organisasi; 

(2) Dinas Perpustakaan dalam Menyelamatkan dan memanfaatkan arsip s tatis 
melakukan kegiatan meliputi pengumpulan, penyimpanan, perawatan, 
penyelamatan, penggunaan, clan pembinaan atas pelaksanaan serah Arsip 

statis. 

Pasal 21 

(1) Untuk Penyelamatan bahan Bukti pertanggungjawaban kegiatan Pemerintahan 
dan Pembangunan serta kehidupan kebangsaan, dilakukan upaya 
pemeliharaan dan Pelestarian Arsip; 

(2) Penyelamatan Arsip sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
ars ip yang bernilai guna bagi Pemerintah Kabupaten Kaur, Negara dan Bangsa. 

Pasal 22 

(1) Arsip Dinamis bersifat tertutup bagi pihak yang tidak berhak, kecuali untuk 
kepentingan Dinas. 

V (2) Bagi pengguna Jasa layanan informasi Arsip Dinamis diluar Organisasi 
Perangkat Daerah yang bersangkutan harus memiliki rekomendasi Bupati. 

Pasal 23 

(l) Bagi warga Negara Asing yang ingin Melakukan penelitian terhadap arsip statis 
yang ada dilembaga kearsipan harus mendapat izin dari Bu pati. 

(2) Bagi pengguna jasa layanan yang akan menggandakan arsip pada Jembaga 
kearsipan dapat dikenakan biaya administrasi. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur 
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas/Badan/Kantor. 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 24 

(1) Setiap Instansi menyediakan dana u ntuk penyelenggaraan Kearsipan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 



(2) 

(3) 

Penyediaan dana untuk penyelenggaraan kearsipan sebagaimana di maksud 
ayat (1) merupakan bagian anggaran instansi yang bersangkutan . 
Terhadap arsip yang bernilai pertanggungjawaban Daerah dan nasional yang 
dimiliki S\vasta/Perorangan, untuk memilikinya Pemerintah Kabupaten Kaur 

dapat melakukan perundingan. 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 
Pembinaan 

Pasal25 

(1) Dinas Perpustakaan melaksanakan pembinaan kearsipan kepada seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kaur; 

(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan 
Kearsipan di Lingkungan Insta.nsi/Unit kerja ·masing-ihas1ng; dan 

(3) Untuk mengamankan arisp-arsip Pemerintah Kabupaten sebagai Bagian yang 
tidak terpisahkan dari bahan pertang,,aungjawaban Nasional, Lembaga 

\.J Kearsipan mengadakan Koordinasi dan hubungan Fungsional serta pembinaan 
kepada Lembaga-lembaga Kearsipan Kabupaten Kaur, dalan1 batas-batas 
kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

( 1 l 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 26 

Dinas Perpustakaan melakukan pengawasan terhadap 
kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kaur sesuai dengan 
berlaku; dan 

penyelengaraan 
ketentuan yang 

(2) Dinas Perpustakaan dapat memberikan penilaian, penyelenggaraan pengelola 
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan laporan 
kepada Bupati. 

BAB XII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 27 

Organisasi Perangkat Daerah yang tidak menyelenggarakan kearsipan dikenakan 
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang Berlaku. 



BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus sesuai dan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Bupati in i mulai ber laku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya clalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

~---·-•--" 

Diundangkan di Bin tuhan 
pada tanggal /7-, 9epi-omkr 20 19 

SEKRE 
KABUPA 

I 
H.NANDAR NADI, S.Sos, M.Si. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal // .2ephmh:r 2019 

~ BUPATI KAUR, ; 

~ 
···-- .../GUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: ~ :J 




